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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG 

BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah 

Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

4. Undang ... 

 



 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

  -   2   - 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4721); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4836); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

MEMUTUSKAN ... 

 



 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

  -   3   - 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BANTUAN DAN FASILITAS 

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala 

desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. 

3. Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh Rakyat. 

5. Panitia ... 
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6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah 

panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia 

yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 

menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 

8. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas 

yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 

 

 

BAB II 

BANTUAN DAN FASILITAS 

Pasal 2 

Pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas dalam rangka 

kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. 

 

 

Pasal 3 

(1) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: 

a. penugasan personil; dan 

b. penyediaan sarana ruangan. 

(2) Penugasan personil dan penyediaan sarana ruangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada tingkat 

kecamatan dan kelurahan/desa. 

 

Pasal 4 ... 

 


